BAB ||

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Nasab

Secara etimologis, kata nasab berasal dari bahsasa ‘A« ” yang
artinya “keturunan, kerabat”. Nasab juga dipahami sebagai pertalian
kekeluargaan berdasar hubungan darah sebagai salah akibat dari
perkawinan yang sah.

Secara terminologis, istilah nasab adalah keturwatan ikatan keluarga
sebagai hubungan darah, baik karena hubungan dbaglak, kakek, ibu,
nenek, dan seterusnya) ke bawah (anak, cucu, d@museya) maupun

kesamping (saudara, paman, dan lain sebagdinya).

"Munawwir, Ahmad WarsonAl-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengka(Surabaya :
Pustaka Progressif, 1997) 1411
“Ensiklopedi Indonesia Jilid.4Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994) 2337
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Nasab merupakan nikmat yang paling besar yangudikan oleh Allah
SWT kepada manusia, sesuai dengan firman Allah 8#dm Q.S. al-Furgon

ayat 54:

[P

I I N L Tt AT
‘ﬂ:’-"u‘luOK) ‘Mjw;jlw‘ﬂsw‘wélb sl 505

Artinya:

“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari aitulalia jadikan
manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah daladdTuhanmu Maha
Kuasa.”

Mushaharahmaksudnya adalah hubungan kekeluargaan yang bdeasa
perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan setga Imam al-Qurthubi
ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahatariasab dan shahr,
keduanya bersifat umum, yang mencakup hubungan rddekan antar
manusia. Dalam perspektif lain, idnu Arabi menjetasbahwa nasab adalah
istilah yang merefleksikan proses pencampuran argperma laki-laki dan
ovum perempuan berdasarkan ketentuan syari’at pgtaampuran keduanya
tersebut tidak sesuai syari'at atau lewat jalam,zimaka itu digolongkan
sebagai reproduksi biasa, bukan merupakan nasafbganar secara syari‘at.

Berkaitan dengan hal ini, seorang ayah dilarangukunhengingkari
keturunannya. Karena mengingkari nasab ini mengdidim bahaya yang
besar, dan bisa menimbulkan aib yang buruk bagdi daa istrinya tersebt.

dan haram bagi wanita menisbahkan atau membangsakeang anak kepada

seseorang yang bukan ayah kandung dari anak itu.

%Andi dan FauzartHukum Pengangkatai77
“DR. Yusuf QardhawiHalal dan Haram dalam Islan{Jakarta: Rabbani Press. 2001) him 254
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Konsep nasab juga menyangkut masalah status keltanablan ikatan
keturunan. Anak memang mengambil nasab dari kedoak,pbaik ayah
maupun ibu, akan tetapi penghubungan nasab kepada labih dominan

daripada kepada ibu.

B. Sebab Terjadinya Hubungan Nasab
Penetapan nasab seseorang berdampak besar teseadapang tersebut,
keluarganya dan masyarakat sekitarnya, dan segaposang hendaknya
merefleksikannya dalam masyarakat, supaya terjagtldsan nasab dari
seseorang tersebut. Disamping itu, ketidakjelasssam dikhawatirkan bisa
menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam perkawinaisalnya
perkawinan dengamahram sendiri. ltulah yang menyebabkan pelarangan
menisbakan nasabnya kepada seseorang yang bukan ayamiaryd®
1. Menurut Hukum Islam
Dalam hukum Islam, nasab dapat terjadi dari saalndari tiga sebab,
yaitu: (1) dengan cara-firasy yaitu, kelahiran karena adanya perkawinan
yang sah; (2) dengan caigrar, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh
seorang ayah, yang mengakui bahwa anak tersebl#hadaaknya, (3)
dengan carébayyinah yakni dengan cara pembuktian bahwa bersadar
bukti-bukti yang sah bahwa seorang anak tertesrsebut adalah anak

dari seseorang.

°Andi dan FauzarHukum Pengangkatai77
®Andi dan FauzartHukum Pengangkatarl 79
"Abdul MananAneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoneglakarta: Kencana. 2008) 76
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Pernikahan merupakan jalan untuk menentukan darjagemasab
seseorang. Dalam pengertian bahwa seseorang iya lésa dnisbakan
kepada kedua orang tuanya jika dia dilahirkan parkawinan yang séh.
Sedangkan nasab seseorang yang lahir dari peremyaran dinikahi
dalam keadaan hamil sebagai akibat dari zina, n@kanya punya nasab
dari ibunya yang melahirkannya dan orang-orang yaegmpunyai nasab
dengan ibunyd.Dan nasabnya tidak dihubungkan dengan laki-lakigya
menghamili ibunya diluar perkawinan yang sah.

Ulama figih sepakat bahwa anak yang lahir dari@@sey ibu melalui
perkawinan yang sah, dinasabkan kepada suamikdatersebut. Hal ini
seperti yang sabda Rasulullah yang diriwayatkanAtar Hurairah:

DAl alally (nall 830 96 g 4l 0 e a0 0505 G800 o (2
Artinya:

“Diriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasuéll SAW bersabda
Anak adalah milik bagi yang seranjang (dengan ibarsak dan dalam

perkawinan yang sah), dan bagi pezina adalah rgjafn

Hadist di atas menjelaskan bahwa nasab anak yahig thri
perkawinan yang sah mempunyai hubungan dengan nasalh

kandungnya.

2. Menurut Perundang-Undangan
Sesuai dengan teori figih di atas, ketentuan P&alyat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilagiubh Islam

8Andi dan FauzarHukum Pengangkatari79
®Zainuddin Ali.Hukum Perdata Islam di Indonesi@akarta : Sinar Grafika. 2009) 46
Synan Ibnu Majjah Juz 1, hadist no. 2006 (Beiratr &l-Fikr. tt) 590
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yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di peakawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dan hubungan nasabdéngaya dan
keluarga ibunya, telah sejalan dengan teori fikihg/bersifat universat.

Selain itu, norma hukum yang termuat pada UUD 1945

Pasal 28 B

(1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan mekameturunan

melalui perkawinan yang sah

(2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tuadulberkembang

serta berhak atas perlindungan dari kekerasanidkrmnainasi
Pasal 28 D

(1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, daaskan hukum

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapamtuku

Dalam pasal di atas menyatakan bahwa setiap orangaphak untuk
mendapatkan keturunan yang diperoleh dari perkawysng sah menurut
hukum agamanya, dan tidak membenarkan mendapatkamukan dari
hubungan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Jaak, yang sah adalah anak
yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Dan menurut Pasal 28 D undang-undang tersebut, bafalaupun
terdapat dua anak yang berbeda status hukumnyadyselgabkan adanya
peristiwva hukum yang berbeda, misalkan anak yalmg ¢&ari perkawinan
yang sah dan anak yang lahir bukan dari perkawy@any sah, diantara
keduanya tetap berhak mendapat perlakuan hukumsgng:?

Akan tetapi dalam perundang-undangan tersebutk tidmya anak

hasil zina saja yang tidak memiliki hubungan nadahgan ayah yang

K ompilasi Hukum Islam(Bandung : Penerbit Focus Media. 2007) 34

2prs. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. dan Drs. Isak Mwar, M.H. “Nasab Anak Di Luar
Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Na@$tUU-I11VV/2010 Tanggal 27 Pebruari
2012 Menurut Teori Fikih Dan Perundang-Undangaagdilag.net(2012) 25
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menghamili ibunya, akan tetapi juga anak yang ldan orang tua yang
menikah dengan cara dibawah tangan, atau pernikalaag tidak
dicatatkan dalam lembaga pencatatan nikah sepé&i kitau Catatan
Sipil. Sesuai pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adimasi
Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran berasasi@stiva kelahiran
yang apabila orang tua anak tersebut tidak dapatyemahkan bukti
perkawinannya, maka secara otomatis akan tertatia @kta kelahiran anak
dari seorang ibu sajdan dalam hal inilah titik singgung antara akibala
yang dilahirkan dari pernikahan di bawah tangarmgdarakibat anak yang
dilahirkan di luar perkawinan, dimana kedua pesigtiitu memiliki
substansi yang berbeda akan tetapi berakibat hylmgp sama?

Akan tetapi menurut Mahkamah Konstitusi yang tertuapada
Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, menyatakan bahveaki adil jika
perkawinan yang sah sesuai norma agama Islam, @amenuhi syarat
serta rukunnya akan tetapi tidak dicatatkan padtamsi yang berwenang
mencatat pernikahan bisa direduksi oleh norma huksehingga
perkawinan tersebut tidak s&h.

Islam mengenal konsep anak zina yang hanya berriagadda ibu
kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawindm (sang telah
memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir darkgeinan sah secara
Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi aigrktetap harus

bernasab kepada kedua bapak dan ibunya. Oleh kérerMahkamah

Y¥syamsul dan IsalNasab6
“Mahkamah Agung. Putusan Nomor 46/PUU-VII1/2010, Bim
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Agung mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang KNamahun 1974
tentang Perkawinan yang menyatakan:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya menyau
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

Ditambahi menjadi:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyabimngan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sergaddaki-laki sebagai
ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu et@hgan dan
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukummmpenyai hubungan
darah, termasuk hubungan perdata dengan keluaayays:>
Dengan adanya perubahan tersebut maka, menurutnghdtedang

anak yang lahir dibawah tangan maka tetap mempuhydiungan

keperdataan dengan ayah biologisnya, terlepas wh@sih menjadi

kontroversinya putusan undang-undang tersebut.

C. Cara Menentukan Nasab
1. Menurut Hukum Islam
Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan mengatakan bahwabnas
seseorang dapat ditetapkan melalui tiga tara:

a. Melalui nikahsahihataufasid Ulama figih sepakat bahwa nikah yang
sah danfasid merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab
seseorang pada ayahnya.

b. Melalui alat bukti atau saksi, dalam konteks iramé& figih sepakat
bahwa saksi harus benar-benar mengetahui sejarakedalaan anak

yang dinasabkannya.

®Mahkamah Agung. Putusan Nomor 46/PUU-VII1/2010, Bin
®Andi dan FauzarHukum Pengangkatari86
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c. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. Uldiagia
membedakan antara pengakuan terhadap anak dankpangselain
anak, seperti saudara, paman, atau kakek. Jikaarggpolelaki
mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anakiga,sabaliknya
seorang anak yang telabaligh (menurut jumhur ulama’) atau
mummayiZmenurut madzhab Hanafi) mengakui seorang leldiadn
ayahnya, maka pengakuan tersebut dapat dibenadulidasabkan
kepada laki-laki tersebut apabila memenuhi syarated sebagai
berikut:

2) Anak tidak jelas nasabnya, tidak diketahui ayah@ymabila ayahnya
diketahui, maka pengakuan ini batal. Ulama figihpasat

bahwasanya apabila anak itu adalah anak yang tidékii ayahnya

melaluili'an, maka tidak dibolehkan seseorang mengakui nasabnya

selain suami yang miéan-nya.

3) Pengakuan tersebut harus rasional, misalnya dalaimugia dan
lainnya.

4) Apabila anak tersebut membenarkan pengakuan lekitasebut
dengan catatan anak tersebut sugilgh ataumummayiz

5) Lelaki yang mengaku tersebut menyangkal bahwa aderedebut

adalah hasil hubungan zina
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2. Menurut Perundang-Undangan

Cara menentukan nasab menurut undang-undang tidalk decara
khusus. Akan tetapi, setelah lahirnya Undang-Undda@ Tahun 2006
tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama dibesekangan untuk
menerima dan memeriksa perkara penetapan asadizk) dalam hal ini
bisa termasuk nasab anak.

Dalam memeriksa permohonan penetapan asal-usul #idak ada
pertaturan atau undang-undang khusus yang menjadar dhukum
penetapan asal-usul anak. Hakim di pengadilan,udmys di Pengadilan
Agama, dalam memeriksa permohonan penetapan adadwagk, hanya
memeriksa keterangan saksi-saksi yang mengetahwabaeorang anak
tertentu adalah anak kandung dari seseorang tertémia perkara yang
dihadapi cederung rumit, maka hakim dituntut untekih mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan, bisa ilmu gendtka,DNA atau ilmu
yang lain yang mendukurlg.

Permohonan penentuan asal-usul anak kebanyakaokaliajoleh
seorang yang anaknya tidak bisa mengurus akta ikalaklisebabkan
berbagai hal, misalnya orang tua nikah dibawahaaregau yang lainnya.
Ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang NomoaHui 1974 yang
menyatakan bila akta kelahiran tersebut dalam @ygtasal ini tidak ada,

maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan geasah usul seorang

YDrs. H Ahmadiwawancara(Blitar, 6 September 2012)



25

anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti barkan bukti-bukti
yang memenuhi syarat.

Selebihnya tidak ada perbedaan antara hkum pagtijan hukum
Islam dalam hal penetapan asal-usul anak. Hangardjadilan pengakuan
pemohon akan anaknya tidak hanya harus rasional tekapi juga harus
disertai dengan bukti-bukti seperti kutipan akt&ahi atau KTP, untuk
membukstikan bahwa benar telah terjadi pernikahieerena tidak

mungkin seorang anak lahir dari seorang yang bé&kmin.

D. Pengertian Adopsi
1. Secara Etimologi
Pengertian adopsi menurut bahasa berasal dari datan bahasa
Inggris “adoptiorf yang artinya pengangkatan atau pemungutan sedingg
sering dikatakanddoption of childd yang diartikan sebagai pengangkatan
anak atau pemungutan artdkSedangkan dalam kamus hukum, kata
adopsi diartikan pengambilan (pengangkatan) anakgotain secara sah

menjadi anak sendit?. Kata adopsi ini oleh bangsa Arab dikenal dengan
istilah 3! yang artinya (»¥) M3 yang dimaksudkan sebagai

mengangkat anak, memungut atau menjadikan Znak.

¥Mahjuddin.Masailul Fighiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Mk Islam Masa Kin{Jakarta
: Kalam Mulia. 2008) him 90

*Sudarsonokamus Hukun22

“Andi dan FauzarHukum Pengangkatari9
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2. Terminologi dalam Hukum Islam
Prof. DR. Al-Syekh Mahmud Syaltut mengemukakan doacam

definisi mengenai adopsi attabanny yang pertama sebagai berikut:

Alalas lobasd 4usdi Y 0 e (o il G yag 53 QR 50 205 o b (o
Gyh AR 4—’@-’ A3Gall g i) Ciga (e g ddle By g Calaall ciga G £ EY)
35 &A1 G 2o A EA0 Yy e ha ) H3K0 M6 Wi 4y el ¢

Artinya:

Adopsi adalah seseorang yang mengangkat anak, yhketahui
bahwasanya anak tersebut adalah anak orang lainmkdian ia
memperlakukan anak tersebut sama seperti memp&dakuanak
kandungnya sendiri, baik dari segi kasih sayangmaupun nafkahnya
tanpa memandang perbedaan. Meski demikian agamé titenganggap
sebagai anak kandungnya, karena itu tidak dapardakan dengan anak
kandung*

mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang €eadidikan, tidak
dapat disamakan dengan anak kandung, baik darpsegarisan maupun
segi perwalian nikah. Hal ini dapat disamakan deraggak asuh menurut

istilah sekarang irfi Dan definisi kedua yaitu:
L AT Gl o e G 4l Caag S A0 ) il Gl o 50D
goalall (Y1 Aks 4 )
Artinya:
adopsi adalah seseorang yang tidak memiliki anaknudian
menjadikan seorang anak sebagai anak angkatnyah@da mengetahui

bahwa anak tersebut bukanlah anak kandungnya,ifalmenjadikannya
anak yang saf®

“IMahmud Syaltutal-Fatawa (Kairo: Dar al-Syurug. 1991) 321
“Mahjuddin.Masailul. 91
#gyaltut,al-Fatawa322
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Definisi ini menggambarkan pengangkatan anak tetssdoma dengan
sistem pengangkatan anak pada jamemliyah, dimana anak angkat
tersebut sama statusnya dengan anak kandung, & degwarisi harta
benda kedua orang tuanya dan dapat meminta pemwaliang tua
angkatnya bila melakukan perkawinan.

Masjfuk Zuhdi, memberikan penjelasan dari dua d&fiRrof. DR.
Al-Syekh Mahmud Syaltut mengenai adopsi, sebagairbanikut®*

a. Mengangkat anak orang lain untuk diasuh dan dibafkah dan
kasih sayang layaknya anak kandung tanpa membesikdins anak
kandung kepadanya.

b. Mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak kangj sehingga
anak angkat tersebut berhak memakai nasab orangnigieatnya,
mempunyai hak saling mewarisi harta peninggalangga boleh
meminta perwalian saat menikah. Juga hak-hak lamulsungan

dengan anak dan orang tua kandungnya

3. Terminologi dalam Perundang-Undangan
Dari sudut pandang perundang-undangan Republik nkxia,
pengertian adopsi anak dapat ditemukan dalam Undadgng RI No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undauiiging tersebut

disebutkan

**Masjfuk Zuhdi.Masail Fighiyah: Kapita Selekta Hukum Isladakarta : CV Haji Masagung.
1994) 28
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Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan ldagkungan
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, at@ogdain yang
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dembmsarkan
anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orareg angkatnya
berdasarkan putusan atau penetapan pengé&tilan.

Pengertian pengangkatan anak dalam Penjelasan #as&yat (1)
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adstriasi
Kependudukan. Undang-undang tersebut menyebutkan:

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk afite@mn
hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga onzngnaali yang sah,
atau orang lain yang bertanggung jawab atas pesawaendidikan,
dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkunglarga orang
tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapgadian-’

Dalam Pasal 171 Huruf h Kompilasi Hukum Islam, memytkan:

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaak tinndupnya
sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya ibertdnggung
jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua amgk&#erdasarkan
putusan pengadilai.

.Sedangkan menurut PP No. 54 Tahun 2007 tentanak$2elaan
Pengangkatan anak

Pasal 1
(1) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan ldagkungan
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atmgdain yang
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, danb@sarkan
anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga oraagahgkatnya
berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

(2) Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang
mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaamg tua,
wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungaljawatas
perawatan, pendidikan dan membesarkan anak terdebdialam
lingkungan keluarga orang tua angkat.

“Tim Redaksi Pustaka Yustisi@erundangar66
“Musthofa.Pengangkatan Anak7?
2" Kompilasi Hukum Islan36
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Dari beberapa pengertian di atas tidak terdapabepaan yang
signifikan, hanya penekanan ada pada kepentingaak aseperti

pemeliharaan, pendidikan dan dengan putusan pdagadi

E. Sgarah Pengangkatan Anak
1. Pengangkatan Anak Sebelum Era Kerasulan

Masalah adopsi anak bukanlah yang baru, bahkanlusebmasa
kerasulan Nabi Muhammad SAW. Muhammad Syaltut mamykan
bahwa tradisi pengangkatan anak sudah dipraktikkaim bangsa-bangsa
lain sebelum Islam, seperti bangsa Romawi, Yunadia, dan beberapa
bangsa kuno lainnya. Dikalangan bangsa Arab pelkgéery anak yang
diistilahkan dengarabannyjuga telah ditradisikan secara turun temufun.

Jika ditarik jauh kebelakang, maka dalam al-Quudaeritakan pula
bagaimana Raja Firaun atau Ramses Il pada walktjuga mengadopsi
anak yang ditemukan oleh permaisurinya di tamanapeiian permaisuri
raja di Mesir. Karena raja tidak mempunyai analkéeanlah baginda raja
untuk mengangkatnya sebagai anak, memelihara dadidienya, hingga
ia dewasa, dan yang dimaksud adalah Nabi Miaihi salam®

Dikalangan Arab jahiliyah, seseorang bebas menudlitak untuk
dinisbakan kepada diri mereka sendiri, dan mengumumkan itoal
sehingga anak itu menjadi anak kandung dan kelogegaerta diberi hak

dan kewajiban sebagaimana halnya keluaga. Pengangkasama sekali

“Muderis.Adopsi 53
*Muderis.Adopsi .68-69
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tidak dilarang meskipun si anak telah mempunyahayan nasab yang
telah terkenal dan diketahui secara [tfas.

Imam al-Qurtubi menyatakan bahwa sebelum kenalfasulullah
SAW sendiri pernah mengangkat budak bernama Zand Hwritsah
menjadi anak angkat. Zaid pada waktu itu diculikukrdijual ke Mekkah,
ia dibeli oleh Khadijahradhiallahu ‘anhg seorang saudagar kaya dan
mempunyai kedudukan yang terhormat di masyarakatkite’ Setelah
Khadijah menjadi istri Rasulullah SAW, Rasulullaremmerdekakannya
dan mengangkatnya menjadi anak angkat. Bahkark kg memanggil
Zaid berdasarkan nama ayahnya yaitu Haritsah, itelig@anti dengan
nama Rasulullah SAW dengan nama Zaid bin Muhamfadgangkatan
Zaid ini dimumkan di depan kaum Qurays oleh NalaidZkemudian
dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminamti Abdul
Muththalib, bibi Rasulullah SAW. Karena Nabi menggap Zaid sebagai
anak, maka para sahabat pun memanggilnya dengad Bai
Muhammad®?

Dari cerita di atas dapat diketahui bahwasanya paaksa jahiliyyah,
praktek adopsi anak telah banyak dilakukan. Perigdag anak dalam
tradisi jahiliyah memberi status pada anak angkpesdi anak kandung,
yang menghapus nasab ayah kandung sang anak. Dalakewarisan

juga demikian, ayah kandung dan anaknya tidak b@mg mewarisi,

%y usuf QardhawiHalal dan Haram him 254-255
*Muderis.Adopsi .69
¥Andi dan FauzarHukum Pengangkata22-23
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sebaliknya ayah angkatnya dan anak yang diangksehbigt bisa saling
mewarisi.
2. Adopsi Setelah Masa Kerasulan
Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, berkadengan

masalah pengangkatan anak ini, turunlah surat akBlayat 5:

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengarerfmakai) nama
bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada #ah, dan jika
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Makag@th mereka
sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-matilam

Ayat di atas menjelaskan larangan pengangkatan atekgan
menisbatkan anak angkat pada orang tua angkat damanggilnya
sebagai anak kandung. Dengan turunnya ayat tersehati’at Islam
menghapus adat istiadat yang berlaku dizamanyahiliersebut®

Berkenaan dengan anak angkat Rasulullah SAW, ZaidHaritsah
kemudian Allah meralat panggilan Zaid bin Muhammaehjadi Zaid bin
Haritsah. Dan setelah itu Rasulullah pun melaraegishakan diri pada
seseorang yang bukan ayahnya. Orang yang menasgibKespada orang
yang bukan ayahnya, maka ia dianggap telah ¥&fir.

Beberapa saat kemudian, rumah tangga Zaid dan [Zd@idak bisa

bertahan sehingga Zaid meminta Rasulullah SAW umhénceraikan

M. Ali Hasan.Masail Fighiyah al-Haditsah pada Masalah-Masalahritemporer Hukum Islam
(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 1997) him 107
*Andi dan FauzarHukum Pengangkatad9
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istrinya. Setelah Zainab melewati masa iddahny&aniasulullah SAW
diperintahkan oleh Allah SWT untuk menikahi Zainalsebagaimana

firman Q.S. al-Ahzab ayat 37 yang isinya:

2 @ \NNL A o VA su B ¥
Er Osabadl Jo 0550 N IR K255 (b Ll 105 (a8 L
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Dan (ingatlah), ketika kamu Berkata kepada oranggy@llah Telah
melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) Telamberi nikmat
kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalapada Allah",
sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa ydliahp akan
menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, geéldath-lah yang
lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaidlah mengakhiri
keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kakawinkan kamu
dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orangkmmo untuk
(mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat merelepabila anak-anak
angkat itu Telah menyelesaikan keperluannya daapé&lerinya. dan
adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Perkawinan Rasulullah dengan mantan istri anak kinga ini
menunjukkan bahwasanya tidak ada hubungan nasapumadwbungan
kemahraman antara anak angkat dengan orang tuanyangangkatnya
dan juga keluargany&

3. Adopsi dalam Perundang-undangan
Banyaknya masyarakat yang melakukan praktek adopsnerlukan

adanya suatu aturan yang mengatur tentang pengangkaak ini. Motif

*MusthofaPengangkatan Ana9
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dan kebutuhan akan pengangkatan anak semakin Ibattamembutuhkan
suatu kepastian hukum, maka dibutuhkanlah lembagag ydapat
memberikan kepastian hukum tersebut.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum PerdaBar@elijke Wetboek
pengaturan masalah pengangkatan anak ini tidakutgrrhanya lembaga
pengangkatan anak ini diatur dal&taatblad1917 No0.129, yang isinya
dalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkataak aadalah
pengankatan seorang anak laki-laki sebagai anak dadti-laki yang telah
beristri atau pernah beristri, yang tidak memputkgaiirunan laki-lakr®

Staatblad1917 No0.129 hanya diberlakukan pada golongan Tioag
Di dalam hukum keluarga adat Tionghoa sendiri meaggaris keturunan
laki-laki (patrilineal). Apabila tidak ada keturumalaki-laki untuk
meneruskan nama keluarga, maka mereka akan merajaargik laki-laki
dari keluarga lain. Oleh karena itu, asas pengdagkanak hanya bisa
dilakukan oleh seorang laki-laki, karena seorakgléki Tionghoa wajib
mengusahakan agar cabang keluarganya tidak plnah.

Dalam sejarah perundang-undangan, pengaturan ¢eatiopsi anak
ini sempat masuk dalam rancangan undang-undangu yadalam
rancangan undang-undang (RUU) perkawinan dan rgacamndang-
undang (RUU) peradilan anak. Dalam proses pembuatknm Undang-
Undang RI No.1 tahun 1974, RUU perkawinan mengdenmtang

pengangkatan anak dalam pasal 62 sebagai berikut:

¥30edaryo SoimirHukum Orang dan KeluarggJakarta: Sinar Grafika. 1992) 38
37_ulik. Hukum Pengangkatafb
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(1) Suami istri bersama-sama dapat mengangkat seonakgatau lebih

(2) Yang dapat diangkat menjadi anak angkat ialah gmailg belum
kawin atau belum diangkat oleh orang lain

(3) Anak yang diangkat sekurang-kurangnya harus 18ajdel belas)
tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kuranimga belas) 15
tahun lebih muda dari istri

(4) Apabila anak yang diangkat itu masih saudara denns istri, dalam
hubungan keluarga ia tidak boleh mempunyai delag&eluargaan
yang lebih tinggi dari suami yang mengangkatnya.

(5) Untuk pengangkatan anak diperlukan izin dari ortasagatau walinya
dan persetujuan dari anak itu sendiri apabila @akuberumur 15
(lima belas) tahun.

(6) Pengangkatan anak dilakukan dengan keputusan plmgaatas
permohonan suami dan istri yang mengangkat anak itu

(7) Permohonan pengangkatan yang dimaksud ayat (6) pasgapat
diterima apabilapengangkatan itu menguntungkan rkegan anak
yang diangkat.

(8) Anak yang dangkat mempunyai kedudukan hukum sapetsanak
yang sah dari suami istri yang mengangkatnya

(9) Pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubunghrarga
antara anak yang diangkat dengan keluarga sedamahseimenda
garis keatas dan kesamping

(10) Pengangkatan anak dapat dicabut kembali oleh keputpengadilan
atas permohonan anak yang diangkat demi kepentiggan
Permohonan pencabutan diajukan secepat-cepatripmptahun dan
selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah anakketserumur 18
(delapan belas) tahun

(11) Pencabutan ini mengakibatkan bahwa anak tersellatkk tiagi
mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sah darii slan istri
yang mengangkatnya.

(12) Hubungan keluarga yang putus karena pengangkatemdienaksud
ayat (9) pasal ini, hidup kembali karena pencabutan

Ketentuan pasal dalam RUU perkawinan ini menuaiegré&eras dari
umat Islam karena bertentangan dengan hukum Isteasil Musyawarah
Ulama Jawa Timur pada tanggal 11 Agustus 1973 nseikan agar pasal

62 diubah sebagai berikut:
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Ayat (1) sampai dengan ayat (7) tidak ada usullzdran.

Ayat (8) kata-kata “sama seperti” diubah menjadidk sama dengan”

Ayat (9) kata-kata “putusnya” diubah menjadi “tiqaktusnya”

Ayat (10) tidak ada usul perubahan

Ayat (11) dihapuskan, sebagai akibat usul perubphda Ayat (9)

Ayat (12) dihapuskan dengan alasan yanng sama

Rancangan Undang-Undang tersebut kemudian disaimkenjadi
Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 sebagai hukumtipa@ngan
menghapuskan seluruh Pasal 62 yang mengatur temp@ngangkatan
anak pada Undang-Undang tersebut. Sehingga Undadgrgd RI No.1
Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mencantumkararattentang
pengangkatan anak.

Perbedaan prinsip itu pula yang melatar belakaiugikt diaturnya
masalah pengangkatan anak ini dalam Undang-UndangoRl Tahun
1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang kemudiah ahangantumkan
dalam satu pasaf yaitu Pasal 12:

a. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaanattten dengan
mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

b. Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud d#&lgat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

c. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraak wang
dilakukan di luar adat kebiasaan, dilaksanakandsentkan Peraturan
Perundang-undangan

Ketentuan pasal tersebut menekankan bahwa dalanktekra

pengangkatan anak, hal yang menjadi prioritas utantak diperhatikan

BMusthofaPengangkatan Anak2
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adalah kesejahteraan anak. Tujuan dari pengangaatdntidak lagi untuk
melanjutkan keturunan, akan tetapi bergeser memjadii kepentingan
kesejahteraan andk.

Peraturan pengangkatan anak juga terdapat dalasegppmembuatan
hukum Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997. Berdasaenat
Presiden tanggal 10 November 1995 Nomor R.12/PW89B, pemerintah
menngajukan rancangan undang-undang (RUU) tentamgdifan anak
kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas daatuwjui. RUU
tersebut mengatur kewenangan pengangkatan anakn dadaal-pasal
berikut?°

Pasal 2
Sidang peradilan untuk anak selanjutnya disebuangidanak,
adalah persidangan di lingkungan peradilan umurtykumemeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dantperda
Pasal 21
Sidang anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara pidana dan perdata dalam hal:
a. Perkara anak nakal
. Perkara anak terlantar
Perkara perwalian

b
C.
d. Perkara pengangkatan anak
e. Perkara anak sipil

Ketentuan Undang-Undang di atas yang menegaskawalahya
pengangkatan anak merupakan kewenangan PengaditzariNnendapat
reaksi keras dari berbagai kalangan umat Islamenkarbertentangan
dengan hukum Islam. Rancangan Undang-Undang tdrssbanjutnya

disahkan menjadi UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentaegg@dilan Anak

*MusthofaPengangkatan Anak3
“‘Musthofa.Pengangkatan Anaks
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sebagai legal product tanpa memasukkan pengaturan tentang
pengangkatan andk.

Pengaturan mengenai pengangkatan anak juga diatamdUU RI
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakuyRdsal 39, Pasal
40, dan Pasal 41. Pengaturan mengenai pengangaatdknini banyak
mengalami kemajuan, karena mengatur hal-hal yargifiemendasar dan
prinsip dalam pengangkatan anak dengan memperhatikkum agama,
sehingga perundang-undangan yang akan datangkadek bertentangan
dengan pasal-pasal tersebut. Hal-hal yang bersgatasar dan prinsip itu
antara lain pengangkatan anak harus seagama dirbtiteh memutuskan
nasab antara anak dengan orang tua kandurfgnya.

Ketentuan peralihal Pasal 91 Undang-Undang RI No&®rTahun
2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan:

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semuaupsmat
perundang-undangan yang berkaitan dengan perliatuagak yang
sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang todaientangan
dengan undang-undang fi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ketentuan adopg kmn seperti
staatsblad1917 nomor 127 dan ketentuan lain yang bertentadgagan
UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Adakyatakan

tidak berlaku**

“Musthofa.Pengangkatan AnaB5
“Musthofa.Pengangkatan AnaB5
“*Tim Redaksi Pustaka Yustisi@erundangar91
““Musthofa.Pengangkatan Anak6
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F. Dasar Hukum Adopsi
1. Menurut Hukum Islam

Dasar hukum adopsi diantaranya terdapat pada @ABzab ayat 4-5:

Go g & =F ~__ PR - o0 w P IV Y e <
_ - . - . z
g&“ VK?JJ‘J‘*?'L‘) %,}?‘LQ/\_'J»‘ASQ-:’Q’.'J!"‘MJ‘*?‘L‘
~

\‘&- .
—\
Go
VG
=k
v\
%
BEN
(i
"G\
\ éz\

(

oS UK'IJ L‘L:).:Lb‘wcl.&v_%lcu,wj) M‘};j

QL@.«}J‘J}L&A)A‘QL&} vi.))b

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseoradga buah hati dalam
rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimang kamu zhihar itu
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anagkatmu sebagai
anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyafgerkataanmu
dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebemardgn Dia
menunjukkan jalan (yang benar) (4) Panggilah mergh®k-anak angkat
itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak merekaahtyang lebih adil
pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui dlapapak mereka,
Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudarareagama dan
maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadag yang kamu
khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yaligengaja oleh
hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maleayayand.

Ayat di atas adalah pelarangan menisbatkan sespokapada

seseorang lain yang bukan ayah kandungnya
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Berkenaan dengan anak angkat Rasulullah SAW, ZmidHaritsah
kemudian Allah meralat panggilan Zaid bin Muhammgahg dipakai

dalam masyarakat saat itu. Diriwayatkan dari MuedUigbah:
LI L 3 ATl fe e o Wl e Al 0 sk B2
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Artinya:

“Dari Musa bin ‘Ugbah, dari Salim bin ‘Abdillah darAyahnya, dia

berkata: Kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah miekan (kami

panggil dengan) Zaid bin Muhammad, sehingga tahrdyat al-Qur'an

‘Panggillah mereka dengan (nama) ayah (kandung)ekeritulah yang
lebih adil di sisi Allah.*®

Dan setelah itu Rasulullah pun melarangnisigakan diri pada
seseorang yang bukan ayahnya. Orang yang menasdibkegpada orang
yang bukan ayahnya, maka ia dianggap telah kafsya dengan hadits
riwayat Abu Dzar:

06 355 o ) 2 fo (il B )3l B s i i Uaa
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Artinya:
“Telah bercerita kepada kami Abu Ma'mar telah bdtaekepada kami
'‘Abdul Warits dari Al Husain dari 'Abdullah bin Baidah berkata, telah
bercerita kepadaku Yahya bin Ya'mar bahwa Abu Avallsad-Dayliy
bercerita kepadanya dari Abu Dzarr radliallahu 'anhbahwa dia
mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabd Tidaklah
seorang mengaku (sebagai anak) dari bukan bapakpgdahal dia
mengetahuinya melainkan telah kafir dan siapa yamgngaku dirinya

*5Shahih Bukhari, hadits no. 4409. (Kairo: Dar Ibrzia2010) him 456
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berasal dari suatu kaum padahal dia bukan dari kauiten maka
bersiaplah menempati tempat duduknya di net4Ra

Pengangkatan anak dalam Islam tidak diharamkanrassenatlak.
Islam menganjurkan pengangkatan anak dengan miotitetentu.
Misalnya, pengangkatan anak yang terlantar denganuart
menyelamatkan jiwanya.. Allah SWT berfirman dalant Qal-Ma’idah
(5) ayat 32 :

[P
|

...... ber T T Gl LT 55

&z

. Dan barang siapa yang memelihara kehidupaorang manusia,
maka seolah-olah memelihara kehidupan manusia seyaua.

Dalil lainnya adalah ayat tentang perintah untulinga tolong

menolong dalm hal kebajikan, dalam Q.S. al-Ma’i@fayat 2:
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... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakabajikan dan

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat adodan
pelanggaran ....

Serta anjuran untuk memberi makan anak-anak mig&m terlantar,

yang terdapat dalam Q.S. al-Insan(76) ayat 8:

_ z E/ //"// z - .u} ‘// - /ﬁ “/' A > 8

Drls Loy LSiis cai> Jo plaball O ganbars
“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya d&parang
miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.”

48Shahih Bukhari, hadist no. 3246, him 336
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disimpulkan dari ayat di atas, jika motivasi mermgzsl atau
mengangkat anak adalah demi kebaikan si anak tersetaka adopsi
sangat dianjurkan dalam Islam bahkan diwajibkan.

Dasar hukum yang lain yang biasa dipakai dasar rhukialam
penetapan pengangkatan anak di pengadilan adalah Majlis Ulama
Indonesia Nomor U-335/MUI/V1/1982 Tanggal 10 Ju@B2, yang isinya
sebagai berikut’

a. Adopsi yang bertujuan pemeliharaan, pemberian lbantian lain-lain
yang sifatnya unrtuk kepentingan anak angkat diondleglalah boleh
saja menurut Hukum Islam.

b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikeak angkat
(adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam.

c. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mdragkén hak
kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab katur@leh karena
itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali meéwdaln lain-lain.
Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan membarikga-apa
kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada s@sa-sama
hidup sebagai hibah biasa.

d. Adapaun adopsi yang dilarang, adalah, adopsi alahgeorang yang
berbeda agama, Pengangkatan anak angkat Indoriebhisorang —

orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya.

47Sasmiar, S.H., M.H. “Pengangkatan Anak Ditinjau ¢turkum Islam dan Peraturan pemerintah
No.54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Analkfial lImu Hukum(2012) 7



42

2. Menurut Perundang-undangan
Di Indonesia, belum ada undang-undang yang mengségara
lengkap dan tuntas permasalahan adopsi anak idmaHi Sudiyat
menyebutnya dengan istilah “secara bulat, lengkap tintas”. Bulat
berarti semua bagian telah diatur, lengkap bergatig diatur segala
unsurnya, dan tuntas berarti yang diatur semua gaafj mungkin
timbul.*® Beberapa dasar hukum tentang adopsi anak diagigaran

a. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakannfiskin
dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara

b. Pasal 42; 43 Ayat (1); 44; 45 Undang—-Undang Rl Nothdrahun
1974 Tentang Perkawinan

c. Pasal 2 Ayat 3 dan 4; Pasal 12 Ayat 1 dan 3 Undandang RI
Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

d. Pasal 55; Pasal 57 Undang—Undang Rl Nomor 39 Ta888 Tentang
Hak Asasi Manusia.

e. Pasal 2, Pasal 9, Pasal 49 Undang—Undang Rl Nomi@h8n 2006
Tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 7 nrdl9&9
Tentang Peradilan Agama.

f. Pasal 5 Ayat 2, Pasal 21 Ayat 2 Undang—Undang Rhd&idl2 Tahun

2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

“8Mlusthofa Pengangkatan AnalB0
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g. Pasal 1 Angka 9; Pasal 6; Pasal 39 ayat 1,2,3,4dRasal 40; Pasal
41; Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 206@tahg
Perlindungan Anak.

h. Pasal 47; Pasal 48; Pasal 90 Undang-Undang RI N@®3oFahun
2006 Terntang Admnistrasi Kependudukan.

I. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007afi@ Tata
Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Mestglekembali
Kewarganegaraan Indonesia.

j. Peraturan Pemerintah Rl No. 54 Tahun 2007 tentaglgk®anaan
Pengangkatan Anak

k. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia NomoFahun 1989
Tentang Pengangkatan Anak.

|.  Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indendsimor 2
Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.

m. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tah@83
Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tah{th 19

n. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indendimor 4

Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Affak.

“SLulik Djatikumoro. Hukum Pengangkatan Anak di IndonesfBandung: Citra Aditya Baki.
2011) him 19
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G. Tata Cara Pengangkatan Anak

Ada beberapa tata cara pengangkatan anak yang atlikknindonesia,
diantaranya:
1. Melalui Notaris

Pengangkatan anak melalui notaris merupakan peratéadsblaadl917
Nomor 129. Untuk itu diperlukan adanya kesepakataara calon orang tua
angkat dengan pihak yang akan menyerahkan anala@ariggksal 8 Ayat (1)
staadsblaad1917 Nomor 129 menyatakan bahwa untuk mengangkait a
harus ada kata sepakat dari orang-orang orang-oyang melakukannya.
Sedangkan Pasal Pasal 8 Ayat (2),Ayat (3),Ayast@adsblaadl917 Nomor
129 tersebut mengatur adanya kata sepakat dak pdmy akan menyerahkan
calon anak angkat.

Pengangkatan anak menustdadsblaadl917 Nomor 129 pada asasnya
hanya memberikan kesempatan pengangkatan anak ekdakidaki yang
beristri atau pernah beristri, dan memberikan pemgiean pada janda cerai
mati sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3). Cadang tua angkat yang
dalam ikatan perkawinan harus ada kesepakatampasaingan suami dan istri
calon orang tua angkat tersebut. Bagi duda danajanukup dari yang
bersangkutan.

Kesepakatan dari pihak calon anak angkat diberitdah orang tuanya
atau walinya. Apabila calon anak angkat tersedahtmencapai usia 15 (lima

belas) tahun, maka ia pun harus memberikan katkagpya.
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Kesepakatan antara pihak yang akan mengangkat ilak pang akan
menyerahkan anak angkat itu dituangkan dalam berdta notaris
sebagaimana ketentuan dalam Pasakthd@dsblaadl1917 Nomor 129 yang
secara imperatif menentukan bahwa pengangkatan dnaaya boleh
dituangkan dalam bentuk akta notaris. Pihak-pihati$ menghadap sendiri
di hadapan notaris atau diwakili kuasanya yang kfwbkuasakan untuk itu
dengan akta notaris Pengaturan yang demikian itnakBudkan untuk
meminimalisir sengketa yang terjadi dalam masatatypngkatan anaR.

Ketentuan pengangkatan anak melalui notaris mearpalcara
pengangkatan anak yang diatur dalstaeadsblaadl917 Nomor 129, bahkan
Pasal 15 Ayat (2) menentukan bahwa pengangkatak yerag dilakukan
dengan cara selain dengan akta notaris batal dekanin

Dalam perkembangan masalah pengangkatan anak ujijant
pengangkatan anak sudah berbeda dengan tujuanasetanl calon anak
angkat tidak hanya orang Tionghoa laki-laki Saj8elain itu, sifat perbuatan
hukum pengangkatan anak tidak bisa dianggap sebhageikesepakatan para
pihak semata. Pengangkatan anak harus dianggagassbatu lembaga yang
menciptakan suatu hubungan hukum yang sah bagi angkat dengan
lingkungan keluarga orang tua angkat berdasar antustau penetapan
pengadilan. Oleh sebab itu, pengangkatan anak unelataris sudah tidak

sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam mésyanaonesia?

**Musthofa.Pengangkatan Anab8-70
*15ri Widoyati.Anak dan Wanita37
*Musthofa.Pengangkatan Anak



46

2. Melalui Pengadilan

Pengangkatan anak melibatkan peran pengadilanr di@iam Pasal 9
Ayat (1) staatsblad1917 Nomor 129, pengadilan mempunyai wewenang
uuntuk memberi izin pengangkatan anak bagi jandai ¢eati apabila izin
dari keluarga mediang suaminya tidak diperolehn Ipengadilan anak
tersebut harus disebutkan dalam akta pengangkagdi‘a

Ketentuan yang membolehkan janda cerai mati untuélaknkan
pengangkatan anak adalah pengecualian, dengarapalmrarat sebagaimana
Pasal 5 Ayat (3). Syarat lain bagi janda perlu napatkan kata sepakat dari
saudara laki-laki yang telah dewasa dari ayah megdsuaminya lebih dulu,
sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (4). Apabiladaii keluarga mediang
suaminya tidak diperoleh, maka izin dapat diperoleti pengadilan?

Dalam perkembangannya, permohonan pengangkatan amakRlui
pengadilan semakin banyak. Semula hanya dikenabgpgkatan anak
menurut Staatsblaad1917 Nomor 129 dan hukum adat, namun kemudian
berdasarkan Peraturan Pemerintah Rl No 7 Tahun @9%@ng Pengaturan
Pegawai Negeri Sipil, memungkinkan pengangkatak antuk mendapatkan
tunjangan dari pemerintah. Selain itu, berdasafRaraturan Pemerintah RI
No. 62 Tahun 1958, banyak anak warga negara asing gelum berumur 5
tahun diangkat menjadi anak oleh warga negara ksia?t

Jumlah permohonan pengangkatan anak di PengadiggerNsemakin

bertambah, baik yang dikomulasikan kedalam gugataopun yang dibuat

*3_ulik. Hukum Pengangkata20
% _ulik. Hukum Pengangkata20
**Sudikno Mertokusumddukum Acara Perdata Indonesiéogyakarta : Liberty. 1988) 36-37
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dalam permohonan khusus. Hal ini menunjukkan balwasriasi motif

pengangkatan anak dan kebutuhan akan pengangkatak semakin

bertambah, dan untuk mendapatkan kepastian hukuta hanya bisa melaui
putusan pengadilan.

a. Melalui Pengadilan Negeri

Dalam perkembangannya khusus mengenai pengangkadédnwarga
negara Indonesia oleh orang tua angkat warga negsirey melalui
notaris, Menteri Kehakiman dengan Surat Edaran NodidA 1/1/2
tanggal 24 Pebruari 1978 melarang notaris membktat @engangkatan
anak dan pengangkatan anak tersebuut hanya biskukiin melalui
Pengadilan Negeri. Atas keluarnya surat edararlats Menteri Sosial
menindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaramdd Huk 3-1-
58.78 tanggal 7 Desember 1978, selanjutkan Mahkaghng RI
memberikan petunjuk mengenai pengangkat anak amtagara
(intercountry adoption) dengan Surat Edaran MahkaAgung Nomor 2
Tahun 1979 tanggal 7 April 1979.

Berdasar SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentanhg penyemaaur Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, pengaagkaak yang
dilakukan oleh golongan Tionghoa melaui notarigkidlibenarkan akan
tetapi harus melalui pengadilan. Demikian pula asadkan Peraturan
Pemerintah Rl Nomor 7 Tahun 1977, anak angkat dajpgikan untuk
mendapatkan tunjangan anak bagi pegawai negeli sigika banyak

permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke gigrgaegeri.
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Pengadilan yang dimaksudkan pada saat itu adalagadgéan negeri
sebagai pengadilan tingkat pertama di lingkungamad®@an Umum.
Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasahakihnan bagi
rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaaadi&n umum
dilaksanakan oleh pengadilan negeri sebagai pdagatingkat pertama
dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkatling.

Kewenangan terhadap perkara pengangkatan anak beldan
pelimpahan kepada pengadilan lain pada saat i@l kérena itu semua
perkara yang berkaitan dengan pengangkatan analadgnhemewenang
pengadilan negeri.

. Melalui Pengadilan Agama

Pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tgntan
Perkawinan telah menegaskan dengan membagi kewamaengadilan
agama dan pengadilan umum. Pengadilan agama bergvenangadili
perkara bagi mereka yang beragama Islam, sedamkagadilan umum
bagi perkara yang lainnya. Oleh karena pengangkatak tidak diatur
dalam undang-undang tersebut, maka kewenangan neEnge
pengangkatan anak meskipun dilakukan oleh orang panagama Islam
tetap dilakukan di Pengadilan Negeri.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentartadilan
Agama juga tidak mengatur kewenangan pengadilarmaggentang
perkara pengangkatan anak, sehingga kewenangamp tetenjadi

kewenangan Pengadilan Negeri.
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Baru setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 TaHl®62entang
Perbuahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19&&nteeradilan
Agama diatur perihal kewenagan Pengadilan Agamakumenagani
perkara pengangkatan anak.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memberi penetgyzalia
permohonan pengangkatan anak yang dilakukan ol@hgeasrang Islam
ini dibatasi oleh ketentuan perundangan lain yaegifat lebih khusus,
yaitu oleh Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tatem
Kewarganegaraan Republik Indonesia juncto Perafeeanerintah Nomor
2 Tahun 2007 tentang Memperoleh, Kehilangan, Peatdrat dan
Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indanes

Dalam Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 21 Ayat (2) Undandang
tersebut, bahwa untuk pengangkatan anak warga anégdonesia oleh
orang tua angkat warga negara asing dan sebalikey@ntuan mengenai
pengadilan yang berwenag adalah pengadilan negevilalyah hukum
tempat tinggal pemohon di seluruh wilayah Repubfidonesia. Bagi
pemohon yang tinggal di luar wilayah Republik Indsia, pengadilan
yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Jakarta.Pusa

Berdasar uraian tersebut, kewenagan pengadilan saganmadap
penetapan pengangkatan anak dibatasi oleh PasgtyZ) dan Pasal 21
Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tegta

Kewarganegaraan Republik Indonesia.56

**Musthofa.Pengangkatan Anakl-72
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Pengangkatan anak di Pengadilan Agama bersifaintaty syarat-

syarat permohonan pengangkatan anak adalah sddemait:

a. Syarat formil permohonan sesuai dengan SEMA RI Noindahun

1979 tentang Pengangkatan Anak:

1) Permohonan dapat diajukan secara tertulis atau lisa

2) Permohonan dapat diajukan dan ditanda tangani rsealgih
Pemohon atau oleh kuasanya.

3) Permohonan harus dibubuhi materai yang cukup .

4) Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daetamimya
meliputi tempat tinggal anak yang akan diangkat.

. Syarat materil permohonan sesuai dengan SEMA RIdddnTahun

1979 tentang Pengangkatan Anak:

1) Posita harus menjelaskan motivasi (faktor yang mend)
diajukannya permohonan penetapan pengesahan pé&atmmg
anak.

2) Bahwa dalam posita harus nampak jelas bahwa pekgamganak

dilakukan untuk kepentingan calon anak angkat dan

menggambarkan bahwa kehidupan hari depan si arak labih
baik setelah pengangkatan.

3) Petitum harus bersifat tunggal yang hanya memintaaf
pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohondaphanak A
yang bernama B dinyatakan sah”. Tidak boleh ditdamtbangan
petitum lain, misalnhya menambah petitum dengan imenagar
anak angkat tersebut ditetapkan sebagai ahli wiarnisorang tua
angkat ( Pemohon ).58

. Syarat Calon Anak Angkat (CAA) sesuai dengan PexatBemerintah

RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan PengtargRnak:

Pasal 12
(1) Syarat anak yang diangkat, meliputi:
a) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun;
b) Merupakan anak terlantar atau anak diterlantarkan;
c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembagagéran
anak, dan

*'Spedaryo SoiminHimpunan Dasar Hukum Pengangkatan An@lakarta: Sinar Grafika. 2004)

21

*8 Soimin.Himpunan 21
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d) memerlukan perlindungan khusus;

(2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada aydtuflj a
meliputi:

a. anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan @Esouttama;

b. anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengarmbelu
berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada algsag
mendesak; dan

c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengam lierusia
18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan
perlindungan khusus.

d. Syarat Calon Orang Tua Angkat (COTA) sesuai dengasal 13
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 54 Tahun 2007 tenRaigksanaan
Pengangkatan Anak:

1) Sehat jasmani ditunjukan dengan Surat Keterangaeh&tan oleh
Dokter/Rumah Sakit Pemerintah, dan sehat rohaningikan
dengan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari D&pesialis
Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah .

2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun damngatinggi 55
(lima puluh lima) tahun pada saat mengajukan peamai
pengangkatan anak yang ditunjukan dengan Akta KalalCOTA

3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.

4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karendakn&an
tindak kejahatan yang ditunjukan dengan Surat ldagan Catatan
Kepolisian (SKCK).

5) Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 Xltataun, yang

ditunjukan dengan Buku Kutipan Akta Nikah, KTP d&artu

Keluarga, bila Pemohon Calon Orang Tua Angkat Tahgg

**Tim Redaksi Pustaka Yustisi®erundangan122-123
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(singgle parent adoption) tidak diperlukan bukuahikKalau calon
orang tua angkat tunggal tersebut janda atau dhadas ditunjukan
dengan akta cerai.

Tidak merupakan pasangan sejenis.

Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya menrsgitti orang

anak.

Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial, yang

ditunjukan dengan Keterangan penghasilan dari tergadekerja.
Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis deang tua atau
wali anak.

a. Persetujuan CAA di atas kertas bermaterai dipenukaa

anak tersebut telah mampu menyatakan pendapat atau

memberikan persetujuannya, apabila anak tersebsitrbayi

atau anak-anak, maka persetujuannya dapat dilihatiachg

sidang dengan menyerahkan CAA kepada COTA, apabila

CAA tidak menangis, dapat ditafsirkan bahwa diaujset
diangkat oleh COTA.
b. Surat izin orang tua kandung/wali dibuat di atastdse

bermaterai cukup .

10)Akta Kelahiran CAA, yang dalam akta kelahiran tberge

tercantum nama orang tua kandung CAA bukan namaACCHal

ini erat kaitannya dan sangat penting terutama Kagtor Urusan
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Agama (KUA) untuk menentukan siapa yang akan menmjedi
nikahnya apabila CAA tersebut perempuan.
11)Surat penyerahan anak dari ibu kandung/wali kepa@aA .
Apabila CAA berada dalam asuhan Lembaga Pengasaiaik,
diperlukan:
a. Surat penyerahan anak dari ibu kandung CAA kepadaaR
Sakit/Instansi Sosial.
b. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepadabaga
Pengasuhan Anak .
c. Surat Keputusan kuasa asuh anak anak dari Pengadij@da
Lembaga Pengasuhan Anak .
d. Laporan Sosial mengenai CAA dan COTA yang dibuahol
Pekerja Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak .
12)Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkayan adakah
demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraaan d
perlindungan anak .
13)Membuat surat pernyataan di atas kertas bermatekap, bahwa
COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kan@dunpa
diskriminasi, apabila COTA telah memiliki anak kand.
14)Membuat surat pernyataan di atas kertas bermatekaip bahwa
COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya enang
asal usul dan orang tua kandungnya dengan memitarhat

kesiapan anak .
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Apabila CAA tersebut perempuan, diperlukan juga atur
pernyataan dari COTA di atas kertas bermaterai gukahwa
apabila nanti CAA akan menikah, maka yang akan aaenyali
adalah ayah kandungnya.

15)Laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat ateat eterangan
dari COTA mengenai kronologis anak hingga beradéanda
asuhannya.

16)Surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertamdterai
cukup bahwa seluruh dokumen yang diajukan adaldh dsan
sesuai fakta yang sebenarnya.

17)Telah mengasuh calon anak angkat paling singkanéng) bulan
sejak izin pengasuhan diberikan.

18)Surat Keputusan tentang Pemberian PertimbanganaRgkatan
Anak dari Tim Pertimbangan Perizinan PengangkataakATim
PIPA).

19)Surat izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Prsif5°

H. Akibat Hukum Adopsi
1. Menurut Hukum Islam
Seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumbghwasanya
dalam hukum Islam mengingkari nasab atau menisbati@sab pada

seseorang lain yang bukan ayah kandungnya adalatard]. Sehingga

®pengadilan Agama Magelangengangkatan anak di Pengadilan Agantatp:/iww.pa-
magelang.go.id/component/content/article/52-artjesiadilan/344-pengangkatan-anak-di-
pengadilan-agama.htrfdiakses tanggal 4 maret 2012 jam 11:17)
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praktek adopsi yang dilkaukan seperti pada masidiyjdh tidak bisa

dibenarkan, karena telah terjadi pengingkaran nagaing bisa

menimbulkan kerancuan. Drs. Kurnial llahi menjetaskbahwasanya
syari’at Islam melarang dengan tegas masalah pghgtam anak dengan
jalan memutus nasab ini kareHa;

a. Memungut anak sering dijadikan sebagai suatu gatgkunenipu dan
menyusahkan kaum keluarga. Misalnya, seorang dddki-yang
diangkat menjadi anak demi untuk dijadikan ahli izvardari harta
kekayaan. Dengan demikian, berarti orang itu tichmberikan dari
hartanya kepada saudara-saudaranya dan ahli veangslginnya. Hal
ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dalamakghu Perbuatan
tercela inilah yang merupakan salah satu alasaradigjnya perbuatan
tersebut.

b. Memungut anak dan menjadikannya sebagai anak kgnkadang
menimbulkan kerumitan. Misalnya, dalam hal ke-mataa akan
menimbulkan kerancuan, karena anak yang diadopseltet lantas
menjadi mahram dengan wanita-wanita yang tidak rilerhubungan
darah dengannya. Dia lalu merasa bebas bergaulbdiam untuk
melihat bagian-bagian tubuh yang sebenarnya harauok wlilihatnya
dengan alasan sudah menjadi mahramnya. Dan dipiaak
menyebabkan dia tidak boleh menikah dengan wararastey yang

sebenarnya halal untuk dinikahinya.

®iChuzaimah dan A. Hafiz (ed$)roblematikahlm 123
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Nasab anak angkat yang tidak terputus dari orarg kandung
memiliki keterkaitan dengan kewarisan dan perwaligikah dari anak
angkat tersebut. Dalam hal kewarisan anak adopsip tenemiliki
hubungan kewarisan dengan orang tua kandung dak treendapatkan
hak waris dari orang tua angkat, jalan pengalir@nrilik harta orang tua
angkat kepada anak angkat tidak bias dengan jadais @wkan tetapi bisa
dengan jalan wasiat wajabah atau hibah.

Dalam pelaksanaan wasiat wajabah, ulama figih naeakgst bahwa
orang yang menerima wasiat bukan salah seorang hyargk mendapat
warisan atau ahli waris dari orang yang berwaketuali ahli waris yang
lain telah sepakat dan menyetujuirf§a.

Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah dari Uaid&nal-Bahiliyi
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, ImBimmmidzi, Imam
an-Nasa'i, Imam Ibnu Majjah dan Imam Ibnu Hib%an

o) Eaay M dis B2 3 K el B 4 )
Artinya:
“Allah telah memberikan kepada yang berhak (menarimarisan)
haknya, maka tidak (boleh/sah) berwasiat pada ahliis”

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthari dibnu
‘Abbas, ditambahkan diakhir hadits di afas:

o el &)L

Artinya:
“....kecuali dibolehkan oleh ahli waris lainnya.

®2Andi dan FauzarHukum Pengangkata2-73

®bnu Hajar al-‘AsqalaniBulighul Maram: min Adilli Ahkam(Surabaya: Toko Buku Hidayah.
2002) 206

®4al-‘Asqalani.Bulighul 206
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Jadi menurut hukum Islam, larangan berwasiat kepatiavaris yang
telah ditentukan pembagiannya dalam ilmu faraidlaladd agar tidak
adanya kesan yang menunjukkan bahwa ada perbedatkuan dan
kasih sayang antara satu ahli waris dengan ahisvi@nnya yang bisa
memicu terjadinya kecemburuan sosial dan persatiSth

Wasiat wajabah sendiri diperuntukkan kepada seonrmry tidak
mendapatkan warisan karena adanya suatu halasymma’. Misalnya,
orang tua yang non-Islam, atau cucu yang terhadégtgayah atau paman
mereka, termasuk anak angkat yang tidak berhak apatichn warisan,
akan tetapi keberadaannya sangat berharga bagy#i. mentang hukum
wasiat wajabah, ulama berbeda pendapat. Jumhur aula@pakat
bahwasanya wasiat wajabah hanya anjuran, bukanilchana. Akan tetapi
ulama lainnya seperti Ibnu Hamz, Imam Abu Ja’fam d\bu Bakar ibn
Abdul Aziz berpendapat bahwasa wasiat sepertilikimnya wajib®®

2. Menurut Hukum Positif

Pengangkatan anak menurut undang-undang yangroegadi dasar
hukum penetapan pengangkatan anak seperti UndatgrgnNo.23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ataupun aratPemeintah
Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak hdeqyat dilakukan
dengan motivasi dan tujuan demi memenuhi kepemtitgydaik bagi anak

dan melalui Penetapan Pengadilan atau Putusan dtamga

*Andi dan FauzarHukum Pengangkatai?3
®Andi dan FauzarHukum Pengangkata®0
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Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan datahaaanak
yang diangkat dengan orang tua kandungnya sepen ercantum dalam
Pasal 39 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentarignéR@rgan Anak.
Sehingga anak angkat tidak memiliki hubungan kegiaah setara dengan
anak kandung. Anak angkat khususnya yang diangkgbedgadilan
Agama tidak mendapaatkan warisan dari orang tu&katngelainkan
mendapat wasiat wajabah, diatur dalam Pasal 209KasnHukum Islam
yang isinya:

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasar PB&al sampai
dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan aprhaeng tua
angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiataibay sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiagridivasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisak angkatny&’

Menurut Drs. H. Ahmadi, bahwasanya di Pengadilargexie konsep
pengangkatan anak berbeda dengan di Pengadilanaghr?engadilan
Negeri pengangkatan anak bisa menyebabkan hublkegearisan antara
anak angkat dengan orang tua angkatnya, sebab digdikan dasar
hukum dari hukum kewarisan adalah Kitab Undang-Wgd&ukum

Perdata (KUHPer) ataBurgerlijk WetboeKBW)®®

®’Kompilasi Hukum Islam(Bandung : Penerbit Focus Media. 2007) 40
**Drs. H Ahmadiwawancara(Blitar, 6 September 2012)
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Anak yang Tidak Diketahui Nasabnya (Anak Temuan)
1. Menurut Hukum Islam
Anak yang tidak diketahui nasabnya oleh dalam fiditstilahkan
dengaral-lagith. Seperti yang didefinisikan oleh ulama Hanabilah:
Sl e N A8 Y5 G 3B (e Ol 5 s, 54005 Gl Y ik
Artinya :

“al-lagith adalah seorang anak yang tidak diketahasabnya atau anak
yang tersesat dijalan, diantara kelahirannya sampaisa mumayiz>°

Ulama dari golongan Malikiyyah mendefinisikannyaagai berikut:

48, ¥ 585 et & Ll inia &
Artinya:
“seorang anak kecil yang tidak diketahui orang twadgn kerabatnys°

Menurut ulama madzhab Syafiiyyah, mendefinisikeamngebagai
berikut:
Gl Aad (e 15008 5 Al e 3a AlaT 42k 35058 A0 AL
Artinya:

“seorang anak dalam keadaan hidup dibuang oleh kghrya karena
takut kemiskinan dan menghindari tuduhan Ziha

Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut ath-Thalibin nefimdsikan al-
lagith sebagai berikut:
A MY iln a8

Artinya:
“anak-anak kecil yang disia-siakan tanpa adanya yaeggasuhnyd*

®9Andi dan FauzarHukum Pengangkatai91
“Andi dan FauzarHukum Pengangkatai91
""Andi dan FauzartHukum Pengangkatari90
"?Andi dan FauzarHukum Pengangkatari90
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Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Figh Sunnamgydimaksud
dengaral-lagith atau anak temuan adalah.
RIS Laotd 5 bl Ol S U (B 355 s Al e (il
Artinya:

“anak kecil yang belum baligh, yang ditemukan dijadéau sesat dijalan
tanpa diketahui keluarganya

Memungut al-lagith hukumnya fardhu kifayah, samangda
memungut barang yang lainnya. Seseorang yang ditemdi negara
Islam maka ia dihukumi sebagai muslim. Orang yarememukan anak
tersebut wajib memberinya nafkah, jika ia tidak nigmharta, maka ia
dapat meminta bantuan kepada Baitul Mal guna digamaintuk biaya
hidup dan biaya lain-lainnya yang diperlukan bagiala temuan
tersebut.74

Abdul Manan dalam bukunya mengemukakan perkataamafl
Husni, bahwa sebenarnya hukum Islam telah memlrepkahatian yang
serius terhadap lembaga pengakuan anak ini. Bebekitpb figih
tradisional dan kontemporer menulis tentang lemipegegakuan anak ini,
khususnya, anak temuan yang disebut dengan lagittbemikian pula
dengan undang-undang keluarga Muslim di negararadgam di Timur
Tengah telah menetapkan bahwa perlindungan terhaiap temuan ini

merupakan suatu kewajiban, dan diwajibkan pula lkuntenyantuninya,

sayyid SabigFigih Sunnah(Kairo: al-Fathu lil I'lami al-Arabi. 1995) 238
"Sabiq.Figih Sunnat238
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jika sampai tidak menyantuninya maka akan berdesadikenai denda
sebagai bentuk perbuatan jarimah.75

Ulama berpendapat bahwasanya al-lagith yang ditamuk gereja
atau tempat peribadatan Yahudi atau di kampunggessang dzimmi
maka anak tersebut dihukumi sebagai kafir dzimikg ja ditemukan di
daerah orang Islam, maka ia juga dihukumi sebgaasg Muslim.76

Menegenai nasab al-lagith, ulama sepakat bahwagikga ada
seseorang yang meyakini bahwa anak yang ditelamakrsebut adalah
anaknya, maka anak tersebut bisa dinisbatkan kemadag yang
mengklaim tersebut. Bila telah ditetapkan nasabmgaka ditetapkan pula
hak-hak anak, baik berupa nafkah, pendidikan ataisan. Apabila anak
tersebut tidak ada yang mengakuinya, maka anakbigrdetap berada
dalam perawatan orang yang menemukannya.

Kewajiban untuk mengasuh anak yang dibuang tersitbak dapat
dijadikan alasan untuk menasabkannya kepada keluggg mengasuh.
Jika tidak diketahui nasab atau orang tua anak gidngng tersebut maka
dia merupakan saudara seagama

Jika anak tersebut belum punya nama, maka yangma@ boleh
memberikan nama untuk dinasabkan kepadanya yaaly tiebngandung
kebohongan. Bila anak tersebut masih bayi dan behaligh atau
mummayiz, tidak apa-apa bagi perempuan-peremputamdieluarga

pengasuh ini untuk tidak berjilbab di hadapannyagit juga sebaliknya

*Manan.Aneka Masalal®5
’*Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Bisyqi. Figih Empat Madzhab
(Bandung: Hasyimi. 2004) 317
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jika anak tersebut adalah seorang perempuan. Tetapi sudah baligh,
wajib bagi perempuan-perempuan dalam keluargabiersentuk berhijab
di hadapannya.

Kecuali, jika ketika anak itu ditemukan masih bdiybawah dua tahun
dan kemudian disusui oleh ibu dalam keluarga tetselaka dalam hal ini
anak tersebut menjadi anak susuan ibu tersebutpisba ini menjadi
bapak susuannya, dan anak-anak dari ibu tersebyjadisaudara-saudara
sepersusuan yang menjadi mahram baginya yang haméuk dinikahi.
Namun, dalam hal warisan, hubungan persusuan itap tdidak
menjadikan mereka saling mewarisi karena persusu&an salah satu
sebab untuk saling mewarisi.77

2. Menurut Hukum Positif

Anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak terdudalam hukum
positif terdapat pada Pasal 34 ayat (1) UUD 194fgysinya fakir miskin
dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. bdnk melaksanakan
tugas-tugasnya, pemerintah dibantu dengan alatrglighra. Dalam hal
anak terlantar ini, pemerintah dibantu oleh pentehirdaerah yang juga
dibantu oleh Dinas sosial. Dinas sosial merupakestansi pemerintah
yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas penadrigalam usaha

kesejahteraan sosidl Anak-anak terlantar mempunyai arti luas, termasuk

""Bachtiar Nasir.Konsultasi AgamaNasab Anak yang DibuangRepublika, Kamis ,19 April
2012/27 Jumadil Awal 1433 H 15

"BWhinda Wikansarilmplementasi Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pacdatam Menangani

Anak Terlantar Setelah Berlakunya UU RI No. 23 Tal002 Skripsi (Surakarta: Universitas
Sebelas Maret, 2010) 35
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didalamnya anak temuan, atau anak yang tidak diketmasabnya
sebelum ia memperoleh pengasuhan dan kehiduparigsaig

Anak yang orang tuanya tidak diketahui atau tidd& &eluarganya,
anak diluar nikah, tidak terpelihara atau ditinggal juga menjadi sasaran
untuk diadopsi. Anak-anak atau balita yang tedanidak lepas dari
tanggungjawab Dinas Kesejahteraan Sosial yang asasatalam
menjalankan tugasnya adalah para Penyandang Makals¢jahteraan
Sosial (PMKS).

Untuk menanggulangi anak-anak balita yang terladisempuhlah
jalan adopsi sebagai cara untuk menanggulangi anak-balita terlantar
tersebut. Asal usul calon anak adopsi yang berbeda- ini membuat
Dinas Kesejahteraan Sosial membedakan proseduremzdan anak
menjadi 3 (tiga) alur.

Pertama mengenai orang tua kandung yang menyeralekaliri anak
balitanya ke Dinas Kesejahteraan Sosial. Kedua sreiganak balita
yang ditinggal oleh orang tua kandung mereka diatursakit atau klinik
bersalin, yang kemudian diserahkan ke Dinas Kesafdn Sosial. Ketiga
mengenai anak-anak balita yang terlantar atau myasalibuang oleh
orang tua kandungnya.

Untuk anak yang dibuang dijalan, maka penemunyasharelapor

kepada RT/RW setempat, untuk kemudian diteruskapada pihak

"Novi Kartiningrum, S.H., Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak dalam Perépekt
Perlindungan Anak (Studi di Semarang dan Surakaftayis (Semarang: Program Magister limu
Hukum Universitas diponegoro, 2008), 65
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kepolisian, dari pihak kepolisian lalu diserahkarep&da Dinas
Kesejahteraan Sosial kemudian diserahkan kepada Rsuhan Sosial

Anak untuk mendapatkan pengasufan.

**Novi. Implementasi Pelaksanaan Adaps?



